
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peratura.n 

Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri 
laporan keuangan yang telah diperiksa. oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir: 

b. bahwa Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD telah dibahas kepa.1a daerah bersama DPRD 

dan telah mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Depok dengan Keputusan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2015, tentang 

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok 

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok 

ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Tahun Anggaran 2014; 

DBIIGAII R.ABIIAT TOBAll YAIIG 11A11A. BSA 
W.ALIKOTA DBPOK, 

TBNTAllG 
PBRTAllGGUIIGJAWABAII PBLAKSAIIAAII .AIIGGARAll 

PBltDAPATAll DAii BBLAJIJA DABRAII 
T.AB1JJI AJIGGARAII 2014 

PBRATURAII DABRAII KOTA DBPOK 
•o•oR 5 TAIIUII 2015 

Menimbang 

TABU112015 
LBIIBARAll DABRAII KOTA DBPOK 

I SALINAN I 

•o•oas 



Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebegaimana dimaksud dalam huruf a, 
telah dilakukan penyempurnaan sesuai dengan Keputusa.n 
Gubernur Jawa Bara.t Nomor : 903/Kep.796-Keu/2015 tentang 
Evaluasi Rancangan Pera.turan Daerah Kota Depok tentang 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan 
Walikota Depok tentang Penjabaran Pertanggungjawaba.n 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2014; 

d. bahwa Rancangan Pen:la Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD sebaga.imana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu 
clitetapkan menjadi Peraturan Daerah ten tang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Depok 
Tahun Anggaran 2014 setelah dievaluasi oleh Gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat. 

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah 
Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3858); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kornpsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

ten tang Dae rah Peraturan Rancangan c. bahwa 

Mengingat 

' 



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembara.n 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerab 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerab 
dan Retnl>usi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakbir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintaban Daerah (Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daera.h (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tamba.ban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diuba.h 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tamba.ban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tamba.han Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan at.as Peraturan Pemerint.ah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tamhaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 



17. Pera.turan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lem.ha.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

18. Pera.tura.n Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

19. Pera.tura.n Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

20. Pera.turan Pemerint.ah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

21. Peraturan Pemerint.ah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 
La.pora.n Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
kepada Dewan Perwaki1an Rakyat Daerah dan Informasi Lapran 
Penyelenggaraan Pemerintaban Daerah kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

22. Pera.tura.n Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

23. Pera.tura.n Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telab diubah 
dengan Pera.turan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peratura.n Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembara.n 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 



24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Perubahan Keempat Atas Pera.tu.ran Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubaban atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Da.emh 

dan Retribusi Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tabun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintaban (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 5, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 52727); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman PengeloJaan Keuangan Daerah sebagaimana teJah 
beberapa kali diubah, terakbir dengan Peraturan Menteri 
DaJam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubaban Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab (Berita Negara 
Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 310); 



30. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran 
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang 
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta 
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan 
Dana Operasional; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan KepaJa Daerah 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang 
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungiawaban Bendahara Serta Penyampa.iannya; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2014; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik; 



37. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran 
Daerah Kota Depok Tahun 2005 Nomor 57); 

38. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Depok Tahun 2007 Nomor 02); 

39. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang 
Pemekaran Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Depok 
Tahun 2007 Nomor 08); 

40. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok 
Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 
NomorOl); 

41. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lemba.ran Daerah Kota Depok 
Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 
Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 
Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah [Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 
Nomor 17); 

42. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Pokok-pokok Pengelo1aan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelo1aan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 
Nomor 04); 

43. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Depok Tahun 2008 Nomor 12); 

44. Peratura.n Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok 
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 10); 



45. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok 

Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 

Nomor 13); 

46. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Umum Kepa]a 

Daerah Kota Depok Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2012 Nomor 01); 

47. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2012 ten.tang 

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok kepada Perusa.haan 

Daerah Air Minum Kota (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2012 Nomor 14); 

48. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 Tentang 

Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 

Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2013 Nomor 05); 

49. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2013 tentang 

Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 06); 

50. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2011 Tentang 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok 

Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 07); 

51. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2013 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2013 Nomor 09); 



-Pengeluaran 
Pembiayaan Neto 560.340.607 .838,29 

Rp. 582.690.607 .838,29 
Rp 22.350.000.000,00 

Rp. 

c. Pembiayaan 

-Penerimaan 

Rp. 196.537.951.743,23 Surplus 

Rp. 2.207 .866.591.868,23 
Rp. 2.0 l l .328.640.125,00 

a. Pendapatan 

b.Be1anja 

Pa..:12 
Lapo:ran Realisasi Anggaran sebagairnana dimaksud dalarn 
Pasal 1 Ayat ( 1) huruf a untuk Tahun Angga:ran 2014 adalah sebagai 
berikut: 

PBRATDRAII DABRAB TBIITAIIG PBRTAIIGGUIIGJAWAB&ll 
PBI,AKSAWAAII AIIGGARAII PEiiDAPATAII DAii BBLAIIJA 
DABRAII TABUII AllGGARAII 2014. 
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah berupa lapo:ran keuangan memuat : 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Neraca; 

c. Laporan Arus Kas; dan 
d. Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Lapo:ran keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan 
Keuangan Badan Usaha Daerah/Perusahaan Daerah. 

IIBIIOTUSKAII : 

Denpn Penetajaan Bersama 
DEWAii PBRWAIDLAJI RAKYAT DABRAII KOTA DBPOK 

dan 
WALIKOTA DBPOK 

Menetapkan 



0,00 Rp. 

22.350.000.000,00 

22.350.000.000,00 

Rp. 

Rp. 

pembiayaan setelah perubahan 

b. Realisasi 

Selisib Kurang 

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 

adalab sebagai berikut 
a. Anggaran pengeluaran 

Rp. 582.691.092.838,29 

Rp. 582.690.607.838,29 

Rp. 485.000,00 

setelah perubahan 

b. Realisasi 

Selisih Kurang 

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerirnaan pembiayaan 

ada)ah sebagai berikut : 

a. Anggaran penerimaan pembiayaan 

Rp. 636.879.044.581,52 Selisih Lebih 

(3) Selisih anggaran dengan realisasi, adalab sebagai berikut : 

a. Anggaran Defisit setelah perubahan (Rp. 440.341.092.838,29) 

b. Realisasi Rp. 196.537.951.743,23 

Rp. 2.011.328.640.125,00 

(Rp. 636.879.044.581,52) Selisib Kurang 

b. Realisasi 

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja adalah sebagai berikut: 
a.Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 2.669.550.591.184,90 

Rp.2.207 .866.591.868,23 

Rp. 21.342.906.478,38 Selisib Lebih 
b. Reatisasi 

Pasa.13 
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 2 adalah sebagai berikut : 

(1) Selisib anggaran dengan realisasi adalah sebagai berikut: 

a. Anggarm pendapatan setelah pernbahan Rp.2.229.209.498.346,61 

' 



Pual6 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat ( 1) huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi 
baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos 
laporan keuangan. 

a Saldo Kas Awai per 1 Januari 
Tahun2014 Rp. 582.690.607 .838,29 

b. Aru.s Kas dari Aktivitas Operasi Rp. 778.353.128. 770,23 

c. Aru.s Kas dari Aktivitas Investasi Aset 
Non Keuangan (Rp. 581.815.177.027,00) 

d. Aru.s Kas dari Aktivitas Pembiayaan (Rp. 22.350.000.000,00) 

e. Aru.s Kas dari Aktivitas Non Angga.ran Rp. 0,00 

f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 

Tahun2014 Rp. 756.878.559.581,52 

PasalS 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf c untuk tabun yang bera.khir sampai denga.n 31 Desember 
Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 

Rp. 8.198.084.298.261,30 

Rp. 10.284.423.505,00 

Rp. 8.187.799.874.756,30 

a. Jumlah Aset 
b. Jumlab Kewajiban 
c. JumJah Ekuitas Dana 

Pasa14 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b 
per 31 Desember Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 

setelah perubahan 

b. Realisasi 

Rp. 560.341.092.838,29 

Rp. 560.340.607 .838,29 

Rp. 485.000,00 Selisih Lebih 

(6) Selisih anggaran dengan realisa.si pembiayaan neto adalah 
sebagai berikut: 
a. Anggaran pembiayaan neto 

' 



Neraca; 
Laporan Arus Kas; 
Catatan atas Laporan Keuanga.n; 

b. Lampiran II 
c. Lampiran III 
d. Lampiran IV 

Lampiran 1.10 
Lampiran 1.11 

Lampi.ran I.8 

Lampiran 1.5 

Lampiran 1.6 
Lampiran I. 7 

Lampiran 1.4 

Lampiran 1.3 

Rincian Laporan Realisasi Anggaran 

menurut urusan pemerintah daerah, 

organisasi, pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 

daerah menurut urusan pemerintah 

daerah, organisasi, program dan kegiatan; 

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 

daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan urusan pemerintah daerah 

clan fungsi dalam rangka pengelolaan 

keuanga.n nega.ra; 

Daftar piutang daerah; 

Daftar penyertaan (investasi) daerah; 

Daftar realisasi penamba.ban clan 
penguranga.n aset tetap claerah; 

Daftar realisasi penambahan dan 

penguranga.n aset lainnya; 

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum 
diselesaikan sa.mpai akhir tahun clan 
dianggarkan kembali dalam tahun 
anggaran berikutnya; 
Daftar dana cadanga.n daerah;dan 
Daftar pinjaman daerah dan obligasi 
daerah 

Lampiran I. 9 

Lampiran 1.2 

Pual7 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 

dalam Lampi.ran Peraturan Daerah mi, tercliri dari : 

a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran; 

Lampiran 1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 

menurut urusan pemerintah daerah clan 
organisasi; 
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Pasal 10 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kota Depok. 

Pasal 9 
W alikota Depok menetapkan Peraturan W alikota ten tang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari 
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

Peraturan Daerah ini. 

Peraturan Daerah ini; 
Ikhtisar Laporan Keuangan Bad an Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Dae rah dan Badan Layanan Umum 
Dae rah (BLUD) tercantum dalam lampiran VI 

b. 

Pasal 8 
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (2) terdiri dari: 
a. Laporan Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran V 

-. 

Tri wahyudi 


